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PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3093); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang 

Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang 

Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4560); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 243); 

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323); 

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
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Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 

8. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan 

Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 

9. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 

INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI. 

2. Pegawai di Lingkungan LIPI yang selanjutnya disebut 

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya 

yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang 

diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh 

pada satuan kerja di lingkungan LIPI. 

3. Capaian Kinerja adalah hasil kerja Pegawai berdasarkan 

prestasi kerja dan pemenuhan jam kerja. 

4. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran 

kerja Pegawai dan perilaku kerja. 
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5. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau 

tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang Pegawai dalam 1 (satu) tahun. 

7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan mengangkat, memindahkan, dan 

memberhentikan Pegawai, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin 

Pegawai. 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan 

sesuai Capaian Kinerja. 

(2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 

 

Pasal 3 

Pelaksana tugas jabatan struktural, diberikan Tunjangan 

Kinerja sesuai dengan jabatan struktural yang ditugaskan. 

 

Pasal 4 

Pegawai yang menduduki jabatan rangkap, diberikan 

Tunjangan Kinerja yang menguntungkan sesuai dengan 

jabatan yang dipilihnya.  

 

Pasal 5 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan Tunjangan Kinerja 

100% (seratus per seratus) pada kelas jabatan yang 

didudukinya. 
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Pasal 6 

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan 

Tunjangan Kinerja dari kelas jabatan terakhir yang 

didudukinya berdasarkan penilaian Prestasi Kerja. 

 

Pasal 7 

Pegawai yang mendapatkan izin belajar karena perpanjangan 

tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima 

puluh per seratus) dari kelas jabatan terakhir yang 

didudukinya. 

 

Pasal 8 

Pegawai yang mendapatkan izin belajar dengan pembiayaan 

mandiri diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Capaian 

Kinerja Pegawai yang bersangkutan.  

 

Pasal 9 

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: 

a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/ 

jabatan tertentu di lingkungan LIPI; 

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau 

dinonaktifkan; 

c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya 

dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan 

sebagai Pegawai); 

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada 

badan/instansi lain di luar lingkungan LIPI; 

e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara 

atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan 

pensiun; dan 

f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah 

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum. 
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